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Marriage registration is an important aspect of the family law system in
Indonesia as it relates to legal certainty, protection of women's and children's
rights, and orderly population administration. However, in practice, there are
still rural communities that conduct marriages without official registration.
This phenomenon also occurs in Pasrepan Village, Pasrepan District,
Pasuruan Regency. This study aims to examine the level of community
understanding regarding the importance of marriage registration and to
analyze how this practice is viewed from the perspectives of Islamic law and
Indonesian positive law. The study was conducted from January to February
2025 using a qualitative approach through observation, interviews, and
documentation involving members of the local community. The collected data

Society. were analyzed descriptively to illustrate the social conditions and legal
awareness of the community regarding marriage registration. The results show
that some community members still believe that a marriage that is valid
according to religious norms is sufficient without official registration by the
state. Limited understanding of the legal function of marriage registration,
along with socio-cultural factors, contributes to the persistence of this practice.
From the perspective of Islamic law, marriage registration can be understood
as an effort to safeguard public welfare (maslahah) and to ensure legal
protection for family members. Therefore, increasing legal education and
public awareness is essential to encourage communities to register marriages
in accordance with applicable legal regulations.

Abstrak
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena
berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi
kependudukan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat pedesaan yang melangsungkan
perkawinan tanpa pencatatan resmi. Fenomena ini juga terjadi di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten
Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
pencatatan perkawinan serta melihat bagaimana praktik tersebut dipahami dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari—Februari 2025 dengan menggunakan
pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sosial dan pemahaman
hukum masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat
masih memandang bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan secara resmi
oleh negara. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan serta faktor sosial dan budaya
menjadi salah satu penyebab praktik tersebut masih terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan
perkawinan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan dan memberikan perlindungan hukum
bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi
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langkah penting untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Kesadaran Hukum; Masyarakat Ural; Pencatatan Perkawinan; Pendidikan

Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan
penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami
sebagai akad yang kuat (mitsagan ghalizan) yang bertujuan membentuk keluarga yang
harmonis serta menjaga keturunan dan tatanan sosial masyarakat. Selain sebagai hubungan
pribadi antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga memiliki dimensi hukum yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta perlindungan terhadap
anggota keluarga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan menjadi bagian penting
dalam sistem hukum Islam maupun hukum negara modern (Rahman, 2017).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan
pada norma agama, tetapi juga pada ketentuan hukum positif yang bertujuan menciptakan
ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketentuan tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa
setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan
bagi umat Islam harus dilaksanakan di hadapan dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah.
Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti legal yang menjamin kepastian
hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Nurlaelawati,
2010).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena perkawinan yang
tidak dicatatkan secara resmi di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Praktik ini
seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan masyarakat
tentang hukum perkawinan, faktor ekonomi, tradisi lokal, serta persepsi bahwa perkawinan
dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama. Kondisi tersebut dapat
menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, seperti kesulitan dalam pengurusan
administrasi kependudukan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta permasalahan terkait

warisan dan perceraian (Cammack, Young, & Heaton, 1996).
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Dari perspektif hukum Islam, meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit
disebutkan dalam fikih klasik, prinsip keterbukaan dan publikasi perkawinan merupakan nilai
penting yang dianjurkan untuk menghindari terjadinya sengketa dan fitnah dalam masyarakat.
Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan oleh negara dapat dipahami
sebagai bentuk penguatan terhadap prinsip tersebut, sekaligus sebagai instrumen perlindungan
terhadap hak-hak keluarga. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum
positif menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang
lebih baik (Bowen, 2003). Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting sebagai
bagian dari proses pemberdayaan sosial. Edukasi hukum tidak hanya berfungsi untuk
memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga untuk menumbuhkan
kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan keluarga dan
masyarakat (Kamba, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pedesaan di Kecamatan Pasrepan,
Kabupaten Pasuruan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum
Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui kegiatan edukasi hukum yang dilakukan,
diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta pentingnya pencatatan
perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Hasil kegiatan ini
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan
perkawinan serta munculnya kesadaran baru untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan

ketentuan agama dan hukum negara.
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2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu
melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan guna meningkatkan
kesadaran hukum terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Pendekatan ini dipilih agar proses
edukasi tidak bersifat satu arah, melainkan mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam
memahami permasalahan yang dihadapi.

Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan,
Kabupaten Pasuruan, dengan sasaran masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, pasangan
suami istri, remaja, serta aparat desa. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman
dan praktik perkawinan di lingkungan masyarakat.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan pengamatan awal terhadap kondisi masyarakat terkait praktik
pencatatan perkawinan. Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan dan komunikasi
awal dengan masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman serta faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya kesadaran terhadap pencatatan perkawinan.
Tahap Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang
meliputi tokoh masyarakat, pasangan suami istri, remaja, dan aparat desa. Tahap ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman masyarakat serta
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.
Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum

Kegiatan inti pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada
masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Materi yang disampaikan mencakup
perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait fungsi pencatatan
perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Metode yang
digunakan dalam tahap ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, serta tanya jawab, sehingga

masyarakat dapat memahami materi secara lebih komprehensif.
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Tahap Pendampingan

Setelah kegiatan edukasi, dilakukan pendampingan kepada masyarakat untuk
memperkuat pemahaman serta memberikan arahan praktis terkait prosedur pencatatan
perkawinan. Pendampingan ini juga melibatkan aparat desa sebagai pihak yang memiliki peran
dalam administrasi kependudukan.
Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap
perubahan pemahaman masyarakat serta respons peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi
hukum.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta mendorong

praktik perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Pembahasan mengenai hasil pengabdian, dikaitkan dengan hasilpengabdian
sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat pedesaan di Kecamatan
Pasrepan, Kabupaten Pasurumengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih tergolong
beragam. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan
kewajiban administratif yang diatur dalam hukum negara, namun sebagian lainnya masih
menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan di kantor
pencatatan perkawinan sudah dianggap sah dan cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari tokoh
masyarakat, pasangan suami istri, serta aparat desa, ditemukan bahwa faktor utama yang
menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan adalah
keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, serta pengaruh tradisi yang masih kuat di

lingkungan masyarakat pedesaan.
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Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Pencatatan Perkawinan

No Kategori informan Informasi

1 Tokoh Masyarakat Mengetahui  pentingnya pencatatan perkawinana
sebagai bukti hukum

2 Orang Tua Sebagian memahami fungsi pencatatan perkawinan
untuk perlindungan keluarga

3 Remaja Sebagian besar balum memahami fungsi hukum
pencatatan perkawinan

4  Aparat Desa Menyadari pentingnya pencatatan untuk administrasi
kependudukan

Sumber: observasi lapangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai
pencatatan perkawinan masih belum merata. Tokoh masyarakat dan aparat desa umumnya
memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai bukti
hukum yang sah. Sebaliknya, kelompok remaja dan sebagian masyarakat umum masih
memiliki keterbatasan pemahaman mengenai dampak hukum dari perkawinan yang tidak
dicatatkan secara resmi.

Selain itu, hasil kkegiatan juga menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum yang
dilakukan kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran

hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Identifikasi
masalah di
masyarakat

Evaluasi
peningkatan
pemahaman
masyarakat

interaktif dan
tanya jawab

Diskusi

Koordinasi
dengan aparat
desa dan tokoh

masyarakat

Pelaksanaan
penyuluhan
hukum
mengenai
pencatatan
perkawinan

Gambar 1. Tahapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Sumber: observasi lapangan
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Bagan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum dilakukan secara bertahap
dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kegiatan. Melalui tahapan tersebut,
masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam
perspektif hukum Islam maupun hukum negara.

Berdasarkan hasil kegiatan edukasi hukum yang dilakukan, terjadi peningkatan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Masyarakat juga mulai memahami bahwa
pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam
kehidupan keluarga, terutama dalam hal hak waris, status anak, serta perlindungan hukum bagi
perempuan dalam rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat pedesaan
memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong
praktik perkawinan yang sesuai dengan ketentuan.

Pembahasan

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kesadaran
masyarakat pedesaan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih belum merata.
Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat dan
rukun menurut hukum Islam sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara administratif.
Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat
mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan hukum negara.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan
kewajiban administratif yang memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum bagi
pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap hak-hak keluarga, termasuk hak istri dan anak (Melati dkk., 2024).

Beberapa kegitan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
pencatatan perkawinan seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang masih kuat
di masyarakat pedesaan. Masyarakat cenderung memprioritaskan keabsahan perkawinan
menurut agama dibandingkan aspek administratif negara (Rahman, 2018). Selain itu,
keterbatasan akses informasi mengenai hukum perkawinan juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan rendahnya tingkat pencatatan perkawinan di beberapa daerah (Hidayat &
Rahman, 2020).
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Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa
kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
mengenai pentingnya pencatatan perkawinan (Fauzi & Suryadi, 2021). Penyuluhan hukum
yang dilakukan secara partisipatif memungkinkan masyarakat untuk memahami hubungan
antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur kehidupan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit
disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, namun pencatatan dapat dipahami sebagai bentuk
upaya menjaga kemaslahatan (maslahah) serta mencegah terjadinya mudarat dalam kehidupan
keluarga. Prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu
tujuan utama dari hukum keluarga Islam (Latif & Karim, 2019). Oleh karena itu, pencatatan
perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari ijtihad hukum yang bertujuan untuk menjamin
tertib administrasi serta kepastian hukum dalam masyarakat Muslim modern.

Selain itu, kegiatan lain juga menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki
peran penting dalam mencegah berbagai permasalahan hukum keluarga, seperti perkawinan
tidak tercatat, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, serta sengketa hak waris
(Pratama & Anwar, 2021). Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan
perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anggota keluarga.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan edukasi hukum
kepada masyarakat pedesaan terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui penyuluhan hukum
yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa, masyarakat menjadi lebih memahami
hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dalam mengatur perkawinan.

Temuan kkegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan edukatif dan
partisipatif dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat menjadi strategi yang efektif dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan praktik perkawinan di masyarakat

dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
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4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui edukasi hukum
tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten
Pasuruan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencatatan
perkawinan masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat sebelumnya masih beranggapan
bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam sudah cukup
dianggap sah tanpa perlu dicatatkan secara resmi oleh negara. Melalui kegiatan penyuluhan
hukum yang dilakukan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai pentingnya pencatatan perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam maupun
hukum positif di Indonesia.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
suami, istri, dan anak. Selain memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan,
pencatatan perkawinan juga memiliki implikasi penting terhadap pemenuhan hak-hak
keperdataan dalam keluarga, seperti hak waris, status anak, serta perlindungan hukum dalam
hal perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan juga dapat dipahami
sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya konflik di kemudian
hari.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus
dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa,
tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat serta mendorong praktik perkawinan yang tidak hanya sah secara
agama, tetapi juga tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia.
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